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PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2020/PA.Stb

S —

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Stabat yang mengadili perkara-perkara tertentu pada
tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxX, umur 20 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,
Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat
kediaman di Dusun Il Kwala Gebang, Desa Kwala
Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langka,
sebagai Penggugat;

Melawan

XXX, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di Dusun Il Kwala Gebang,
Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten
Langkat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 07
Januari 2020 vyang telah didaftar dalam register perkara nomor:
/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 07 Januari 2020, mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Juli 2018 di
Kecamatan Gebang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
0223/015/V11/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Gebang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama sekitar 1
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tahun kemudian sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat dengan Tergugat
pindah ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai 1
orang anak yang bernama anak I, laki-laki, umur 9 bulan;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya
dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Januari 2019
antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang
mnemperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat dan Tergugat selalu bergantung kepada orang tua Tergugat serta
Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang isteri dan ibu
rumah tangga;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat
lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat dan agar Tergugat jangan selalu bergantung kepada
orang tua Tergugat serta agar Tergugat lebih menghargai Penggugat
sebagai seorang isteri dan ibu rumah tangga, namun Tergugat tidak terima
sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengakaran terjadi
Tergugat selalu menghina dan mencaci-maki Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang
tidak kunjung berubah, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat,
akibatnya pada tanggal 29 September 2019 antara Penggugat dengan
Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua
Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas karena di usir Tergugat,
sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat
Tergugat tersebut diatas, namun demikian antara Penggugat dengan
Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak
berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa
kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi
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dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq.
Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan
hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya
memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut :

PRIMAIR :

a. Mengabulkan gugatan Penggugat;

b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();

c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :;

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi
dengan bantuan mediator bernama Drs.H. Amar Syofyan, M.H, namun mediasi
tersebut tidak berhasil,

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil,
kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban
secara lisan tanggal 19 Februari 2020 yang pada pokonya sebagai berikut;
- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat belum berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 4
bulan;
Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti-bukti tertulis berupa
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0223/015/VI1/2018 tanggal 9 Juli
2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat,
Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda P;
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Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah
yang keterangannya sebagaiberikut;

1. Saksil, umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di
Dusun lll, Desa Kwala Gebang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat.,
menerangkan :

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya

tetangga Penggugat;

o Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2018;
o Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2019
Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat;

J Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya
rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2019 mulai terjadi
percekcokan dan pertengkaran.

o Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat kurang memperdulikan belanja rumah tangga dan
terlalu bergantung kepada orang tua Tergugat dan tidak menghargai Penggugat
sebagai isteri;

o Bahwa saya pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat
bertengkar dirumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, ketika
saya datang berkunjung.

o Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat telah
berpisah karena sejak itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena
diusir oleh Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi
hingga saat ini.

.

Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha mendamaikan dan
menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi ll, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di
Dusun lll, Desa Kwala Gebvang, Kecamatan Gebang, kabupaten Langkat.,
menerangkan :

o Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya

tetangga Penggugat;
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o Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada
tahun 2018;
o Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah

orang tua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2019

Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah orangtua Tergugat;

o Keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya

rukun dan harmonis namun semenjak awal tahun 2019 mulai terjadi

percekcokan dan pertengkaran.

o Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran Penggugat dengan

Tergugat karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang

memperdulikan belanja rumah tangga dan terlalu bergantung kepada orang tua

Tergugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai isteri;

o Bahwa saya pernah beberapa kali melihat Penggugat dengan Tergugat

bertengkar dirumah kediaman bersama Penggugat dengan Tergugat, ketika

saya datang berkunjung.

o Bahwa sejak bulan September 2019 Penggugat dengan Tergugat telah

berpisah karena sejak itu Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat karena

diusir oleh Tergugat dan sejak itu Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi

hingga saat ini.

o Bahwa pihak keluarga dan juga saksi telah berusaha

mendamaikan dan menasehati Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak

berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun
telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan
Putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi
di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap

telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah
seperti tersebut diatas;
Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan

alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara
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Penggugat dengan Tergugat dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali
sebagaimana dikatur oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan untuk
melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang
perkawinan, dan berdasarkan Bukti P Penggugat berdomisili di wilayah hukum
Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat
(1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan
Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan
Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator
bernama Drs.H. Amar Syofyan, M.H, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak
berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta
maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan
jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang lebih 4
bulan;

- Tergugat belum berkehendak untuk bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai
Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopy
ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka
bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan
Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat
adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan antara
Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2019 sering terjadi pertengkaran dan
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perselisihan disebabkan kebutuhan ekonomi rumah tangga kurang terpenuhi

dan Tergugat terlalu bergantung kepada orang tua Tergugat. Akibat

pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4

bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat saling
bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas
ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan
percekcokan disebabkan kebutuhan ekonomi rumah tangga kurang
terpenuhi;

- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat
membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan
percekcokan disebabkan Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat malas bekerja
dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan
adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan
pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2
Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan, Majelis Hakim telah berupaya
melakukan perdamaian dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat
supaya menyelesaikan permasalahan ini secara damai, akan tetapi Penggugat
tetap menyatakan pada prinsipnya untuk bercerai, bahkan bermohon supaya
gugatannya dikabulkan. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa
rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak
harmonis lagi (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis

Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat dalam membina
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rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan
perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam dan nash al-Qur'an Surat Ar-RiGm Ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya :“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-

benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.
Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum
Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz Il halaman 290, yang

selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini;
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Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku
selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya
sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan

suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dalam keadaan
seperti itu, tentu akan menimbulkan tekanan batin bagi Penggugat sehingga
tujuan dari perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan
pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3
Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud. Satu-satunya jalan kemaslahatan
bagi Penggugat, menurut pendapat Majelis Hakim adalah melalui perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak

dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta
dalil Syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (x) terhadap Penggugat (x);

3. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga
saat ini dihitung sejumlah Rp716.000,00(tujuh ratus enam belas ribu
rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim dan
Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu
tanggal 26 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1441 H. Oleh
Drs. H. Mawardi Lingga, M.A. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. A.
Shobirin Lubis, S.H. dan Dra. Rita Nurtini, M.Ag masing-masing sebagai
Anggota, dibantu Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. A. Shobirin Lubis, S.H. Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.
Hakim Anggota,

Dra. Rita Nurtini, M.Ag
Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.
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Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran " Rp 30.000,00
Biaya Proses : Rp 50.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp 600.000,00

Biaya PNBP lainnya . Rp 20.000,00
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
Biaya Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 716.000,00
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)
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